BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 144 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai
pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat
Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1995;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);















Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 144



L.

IL.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 144 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun
perencanaan yaitu pada Tahun 2024 diperlukan dokumen perencanaan
yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renja
DISPERINDAG, sebagai arahan kebijakan perencanaan satu tahun
kedepan. Oleh sebab itu dokumen Renja DISPERINDAG harus selaras
dengan Renstra DISPERINDAG Tahun 2024-2026 dalam hal permasalahan
daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
program, kegiatan dan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renja DISPERINDAG dan Restra
DISPERINDAG, DISPERINDAG melakukan koordinasi, sinergi dan
harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan
Renja DISPERINDAG dilakukan satu bulan setelah penetapan RKPD Tahun
2024.

Adapun tahapan penyusunan Renja DISPERINDAG meliputi,
Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan
Rancangan, Pelaksanaan Forum DISPERINDAG/lintas Renja
DISPERINDAG, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renja.

Renja DISPERINDAG memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan
dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap DISPERINDAG yang disusun berpedoman kepada
RKPD dan bersifat indikatif.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.



Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renja berpedoman terhadap
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);

2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat
Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Renja DISPERINDAG Tahun 2024 ini dapat diberlakukan
sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) DISPERINDAG Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2024
disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR









































































































































































































































































































BAB V
PENUTUP

1. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN ini didalamnya dirumuskan program, kegiatan, subkegiatan, indikator
kinerja dan pagu indikatif RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
berdasarkan program, kegiatan sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam
Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024. Didasarkan
pada analisa gambaran pelayanan kinerja Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja
Perangkat Daerah tahun lalu, termasuk analisa terkait kebutuhan dan ketersediaan
anggaran melalui mekanisme penentuan prioritas daerah, dan prioritas perangkat
daerah.

2. Selanjutnya setelah Dokumen RENJA RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN ditetapkan, menjadi pedoman DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN dalam menyusun RKA (Rincian Kerja dan Anggaran) DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN :

a. Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan
dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat
Daerah mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA
Perangkat Daerah sesuai dengan Renja Perangkat Daerah. Kepala Perangkat
Daerah menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi kepada bupati
melalui kepala BAPPEDA (Pasal 291 dan Pasal 292 Peraturan Menteri Dalam
Negen Nomor 86 Tahun 2017).

b. Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan
bahwa program-kegiatan-subkegiatan, lokasi, dana indikatif dan indikator kinerja
serta kelompok sasarannya disusun dalam RKA sesuai dengan RENJA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF





